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ABSTRAK

Kematangan digital adalah tingkatan dari seberapa baik suatu organisasi
termasuk organisasi dari pemerintahan dalam memanfaatkan teknologi digital dalam
melakukan aktivitas kerjanya. Semakin matang sistem digital disuatu organisasi
maka semakin efektif dan efisien pula organisasi tersebut dalam memanfaatkan
sistem digital untuk menunjang kinerjanya. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur
sejauh mana kematagan digital yang ada di kantor DPRD Kota Palembang.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan
model teori E-Government Digital Maturity dari Hillanger dan Belanger (2001),
yang mencakup lima dimensi utama yaitu informasi, komunikasi dua arah, transaksi,
integrasi, dan partisipasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem digital di
DPRD Kota Palembang belum dapat dikatakan matang karena sistem digital yang
ada masih terbatas pada informasi dan transaksi namun belum dapat memberikan
secara cepat pada pembaharuan informasi pada beberapa platform digital yang
digunakan dan belum dapat memberikan sistem digital yang memungkinkan
penyerapan aspirasi dan komunikasi antara masyarakat dengan anggota DPRD secara
digital.
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ABSTRACT

Digital maturity is the level of effectiveness of an organization, including
government organizations, in utilizing digital technology in its work activities. The
more mature an organization's digital systems, the more effective and efficient it is in
utilizing digital systems to support its performance. This study aims to measure the
extent of digital maturity at the Palembang City Regional People's Representative
Council (DPRD) office. This study employed a qualitative descriptive approach,
utilizing the E-Government Digital Maturity theoretical model by Hillanger and
Belanger (2001), which encompasses five main dimensions: information, two-way
communication, fransactions, integration, and participation. The results indicate that
the digital system at the Palembang City DPRD is not yet mature because it is still
limited to information and transactions, but cannot provide rapid information
updates on several digital platforms. It cannot yet provide a digital system that
enables the digital absorption of aspirations and communication between the public
and DPRD members.

Keywords: Digital Maturity, E-Government, Digital System
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Memasuki era digital hampir semua negara berlomba-lomba melakukan
transformasi digital tidak terkecuali di Indonesia. Pemerintah Indonesia sendiri
menunjukkan komitmennya dalam mempercepat transformasi digital melalui
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan
berbasis elektronik (SPBE). Peraturan tersebut kemudian menjadi dasar aturan dari
penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Keseriusan
pemerintah Indonesia dalam mewujudkan transformasi digital juga tercermin dalam
Road Map Menteri komunikasi dan informasi Indonesia 2021-2024 yang memiliki 4
fokus utama dalam mewujudkan transformasi digital yang terdiri dari infrastruktur
digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan Masyarakat digital. Transformasi
digital sendiri telah menjadi strategi utama bagi organisasi untuk bertahan dan

berkembang di era modern (Eka et al., 2025)

Pemerintahan digital yang kemudian lebih dikenal sebagai e-government
menjadi sesuatu yang penting untuk diprioritaskan dalam rangka meningkatkan
efisiensi dan efektifitas serta transparansi pemerintahan. Menurut Bank Dunia
Bhatanagar & Deane, 2004 dalam (Basir & Syamsiar, 2023) E-Government ialah
sebagai upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan
efesiensi dan efektivitas, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan

pelayanan publik secara lebih baik. Hal ini menjadi alasan utama agar pemerintah



segera meninggalkan sistem tradisional dan seiring perkembangan teknologi untuk
segera bertransfomasi menuju sistem digital.

Penerapan SPBE selalu diberikan penilaian setiap tahunnya dimaksudkan agar
setiap Instansi Pusat dan pemerintah Daerah memiliki bahan evaluasi agar
penerapannya semakin baik. Berdasarkan data dari laporan evaluasi SPBE Tahun 2024
pada instansi pusat dan daerah 2024 menunjukkan data penilaian SPBE untuk provinsi

Sumatera Selatan sebagai berikut:

Tabel 1 Hasil Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah di Sumatera Selatan

(Skala 1-5)
No Nama Indeks
Instansi
1 | Pemerintah Kab. Musi Banyuasin 3,62
2 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir 3,55
3 | Pemerintah Kota Palembang 3,51
4 | Pemerintah Kota Prabumulih 3,37
5 | Pemerintah Kab. Muara Enim 3,29
6 | Pemerintah Kab. Musi Rawas 3,09
7 | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 3,00
8 | Pemerintah Kab. Ogan Ilir 2,94
9 | Pemerintah Kab. Banyuasin 2,71
10 | Pemerintah Kab. Penukal Abab Lematang Illir| 2,66
11 | Pemerintah Kota Lubuk Linggau 2,64
12 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu 2,62
13 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu Timur 2,61
14 | Pemerintah Kota Pagar Alam 2,54
15 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu 2,40
Selatan
16 | Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara 2,38
17 | Pemerintah Kab. Empat Lawang 2,34
18 | Pemerintah Kab. Lahat 2,33

Sumber: Diolah penulis dari Laporan Evaluasi Pelaksanaan SPBE 2024



Tabel diatas menggambarkan indeks SPBE disetiap daerah di provinsi Sumatera
Selatan yang terdiri dari 17 Pemerintah Daerah dan 1 Pemerintah Provinsi. Adapun
indeks SPBE Kota Palembang yang berada pada angka 3,51 dari 5. Sebagai ibu kota
provinsi Sumatera Selatan Kota Palembang seharusnya perlu meningkatkan
kematangan digital agar angka indeks SPBE meningkat lebih tinggi, terlebih kota
Palembang sebagai ibu kota hanya berada diperingkat 3 tertinggal dari kabupaten Musi

Banyuasin diperingkat pertama dengan nilai 3,62.

Seluruh lembaga dan instansi pemerintah daerah menjadi elemen penting dalam
meningkatkan indeks SPBE melalui kematangan digital. Dalam konteks ini
kematangan digital merujuk pada kemampuan organisasi pemerintah daerah untuk
memanfaatkan segala hal yang berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) untuk merealisasikan tujuan organisasi secara efisien. Penentuan tingkat
kematangan digital OPD menjadi penting untuk mengidentifikasi kekuatan,
kelemahan, peluang, dan tantangan yang dihadapi organisasi dalam proses
transformasi digital (Aslanova & Kulichkina, 2020) dan (Wernicke et al., 2023) dalam
(Syuhada et al., 2024). Hal ini menunjukkan bahwa setiap lembaga maupun dinas yang
ada dalam suatu pemerintah kota memiliki peran penting dalam meningkatkan indeks

SPBE pemerintah kota melalui kematangan digital.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palembang yang juga
merupakan salah satu lembaga yang ada dalam pemerintah kota Palembang tentu harus
ikut bertanggung jawab menjadi lembaga yang turut serta membantu mewujudkan
arahan Berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 yang telah disepakati salah

satunya dengan menerapkan pemerintahan digital. Peraturan Wali Kota Palembang No



27 Tahun 2023 menjadi dasar bagi semua lembaga pemerintahan yang ada di Kota
Palembang agar mewujudkan sistem pemerintahan berbasis digital (SPBE).

Fakta bahwa indeks SPBE kota Palembang Berada di angka 3,51 menjadi sinyal
kuat bagi lembaga DPRD Kota Palembang sebagai salah satu lembaga daerah dalam
pemerintahan Kota Palembang agar harus terus mengevaluasi agar sistem
pemerintahan digital kota Palembang meningkat termasuk pada sistem pengadaan
barang dan jasa secara digital (e-procurement) dan situs-situs digital yang dimiliki
DPRD Kota Palembang agar perlu lebih ditingkatkan lagi. Oleh karena itu , pentingnya
penilaian kematangan digital bagi lembaga DPRD Kota Palmbang untuk memberikan
Gambaran masalah apa yang perlu diatasi dan segera dievaluasi bagi lembaga terkait.

Dalam pelaksanaannya, dari pengamatan dan wawancara yang dilakukan DPRD
Kota Palembang terlihat belum maksimal dalam melaksanakan arahan Berdasarkan
aturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik
(SPBE). Pertama instansi DPRD Kota Palembang tidak memiliki bidang khusus yang
berisi orang-orang yang berspesialisasi dalam pekerjaan mengenai pengelolaan sistem
digital. Dalam penilaian kematangan digital penting untuk memperhatikan spesialisasi
pekerjaan. Pengelolaan sistem digital harus menjadi bidang yang dikelola oleh suatu
bagian khusus dalam tangga birokrasi, karena sistem digital merupakan bidang yang
cukup kompleks dan memerlukan orang dengan keahlian khusus agar meberikan
output yang maksimal sebagaimana yang dijelaskan oleh Stephen dan Mary (2013)
dalam (Cahyani et al., 2019), spesialisasi pekerjaan adalah pembagian tugas-tugas
pekerjaan yang terpisah-pisah. Dalam spesialisasi pekerjaan, setiap pekerja harus
fokus terhadap satu aktifitas pekerjaan saja dan bukan keseluruhannya. Spesialisasi

pekerjaan ini penting untuk meningkatkan output dari para pekerja.
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Sumber: Diolah penulis Berdasarkan website DPRD Kota Palembang, 2025
Kedua, minimnya fitur dan pembaharuan konten informasi pada situs-situs

digital yang disediakan oleh DPRD Kota Palembang. Gambar diatas menunjukkan
website DPRD kota Palembang pertanggal 13-Februari-2025 masih menunjukkan data
periode 2019-2024. Gambar diatas juga menunjukkan kurangnya informasi yang
disampaikan dilihat dari tidak adanya data pejabat sekretariat DPRD kota Palembang
dan kurangnya ketersediaan email atau fitur untuk melakukan komunikasi dua arah
dengan Masyarakat. Pada dasarnya website digital yang baik Menurut (Solis, 2011)
haruslah mampu beradaptasi dengan kebutuhan pengguna yang terus berkembang
bahkan dapat membangun sebuah hubungan yang bersifat emosional dengan audience.
Pembaharuan konten dan kelengkapan fitur dalam sebuah website digital agar dapat
merangkul semua Masyarakat haruslah menjadi fokus utama bagi sebuah instansi

pemerintah termasuk DPRD Kota Palembang.

Di era digital tentu saja penelitian mengenai kematangan digital suatu organisasi
menjadi topik yang cukup diminati dikalangan peneliti. Misalnya penelitian
kematangan digital yang fokus meneliti kematangan digital suatu aplikasi digital yang

digunakan suatu organisasi (Yulistiar & Kriswibowo, 2024). Ditemukan juga



penelitian kematangan digital yang menilai kematangan digital Berdasarkan aspek
SPBE (Setiawan et al., 2023) dan (Hidayah & Almadani, 2022) Lalu ada juga
penelitian yang fokus pada sebuah implementasi program yang dikaitkan dengan
kematangan digital (Affan et al, 2023) kemudian tidak ditemukan penelitian
kematangan digital pada DPRD suatu daerah, penelitian mengenai DPRD biasanya
berfokus pada pengaruh lingkungan kerja (Septayuda & Apriyanti, 2024) atau kinerja

DPRD (Kariem & Sabillah, 2024).

Teori model kematangan digital juga sudah sering digunakan dalam berbagai
macam penelitian seperti teori digital maturity 5.0 (Syuhada et al., 2024) lalu model
teori kematangan digital baik dari laynee dan lee, Hiller dan Belanger, PeGi
(Pemeringkatan e-government) dan Fietkiewicz, Mainka & Stock sudah pernah
digunakan namun seringkali meneliti dinas-dinas dipemerintahan dan kelurahan atau
kecamatan (Rusnita et al., 2023) dan (Noman & Emanuel, 2024) serta model PeGi

seringkali digunakan dalam bentuk penelitian kuantitatif (Sopiandi et al., 2022).

Berdasarkan hal tersebut, tampak bahwa model kematangan digital seringkali
digunakan pada objek penelitian yang cenderung pada instansi dibawah Lembaga
eksekutif berupa dinas-dinas pemerintahan dan kelurahan atau kecamatan dan belum
pernah dilakukan pada lembaga yang secara teknis bertanggung jawab langsung
dengan Lembaga legislatif seperti DPRD yang memiliki peran dan fungsi yang
berbeda. Ditemukan juga model kematangan digital Hiller dan Belanger seringkali
digunakan pada penelitian kuantitatif. Penelitian ini akan menjadi penelitian kualitatif
pertama mengenai kematangan digital pada lembaga besar seperti DPRD dan juga
yang pertama dilakukan di kota Palembang karena peneliti ingin lebih menekankan

pada aspek-aspek non teknis seperti hubungan dan kemampuan antar pegawai serta



penyebab dan akibat terjadinya masalah yang diidentifikasi yang cukup kompleks dan

sulit diterjemahkan melalui angka.

1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang ada, dapat diperoleh rumusan masalah pada

penelitian ini adalah bagaimana Digital Maturity Di Kantor DPRD Kota Palembang?

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana

Digital Maturity Di Kantor DPRD Kota Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian
Adapun manfaat penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangsih Secara

teoritis maupun Secara praktis.

1. Manfaaat Teoritis, manfaat teoritis dalam penelitian ini diharapkan dapat
membantu berkontribusi dalam memperluas khazanah ilmu administrasi publik
yang tentu saja terkait dengan penguatan kelembagaan dan juga sebagai referensi
bagi penelitian yang mungkin ada dimasa depan.

2. Manfaat Praktis, Manfaat Praktis dalam penelitian ini diharapkan memberikan
masukan kepada pihak Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Khususnya Kota
Palembang sebagai bahan evaluasi untuk menguatkan instansinya sebagai

sebuah lembaga.
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